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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, Pajak Daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang dipandang mampu menjadi motor
penggerak dan pendorong pembangunan daerah sekaligus sebagai salah satu wujud
dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
tahun 2004 yang menjadi dasar diberlakukannya otonomi masih menggunakan
prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999. Namun kebijakan yang baru lebih diarahkan untuk
mempercepat tersujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing
daerah, seperti yang tertuang dalam salah satu konsiderannya (Subarudi dan
Dwiprabowo, 2007: 8).

Menurut Soemitro (dalam buku Perpajakan 2011: 1) Pajak adalah iuran
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan,
membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari
setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap
pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam Darwin (2013), dari sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan

negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan



prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui
mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(Chaizi, 1995:16). Pengelolaan sumber daya yang ada di daerah, maka daerah juga
mempunyai otoritas sendiri dalam menentukan bagaimana kebijakan yang akan
diambil dalam sektor perpajakan untuk menunjang pemasukan kas daerah. Maka
dari itu, daerah memiliki suatu Badan yang membantu dalam pengelolaan pajaknya.
Dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah. Dalam penetapan besaran
biaya pajak yang akan dikenai untuk wajib pajak, system perpajakan di Indonesia
menggunakan system perhitungan perpajakan yang memberikan kewenangan
sendiri pada wajib pajak untuk menghitung sendiri besaran pajak yang harus di
bayarnya. Mekanisme ini dibuat untuk mempermudh wajib pajak dalam
melaksankan kewajiban membayar pajak. Sistem ini biasa disebut Sistem Self-
assessment.  Self-assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang
memberikan kepercayaan kepada  Wajib Pajak (WP) untuk
menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak
yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia
dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat
adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini
sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan
di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.



Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh

Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.Untuk

pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di

Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Badan

Pengelolaan Pajak Daerah yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun

Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

A. Pajak Propinsi, meliputi :

a.
b.
C.
d.

e.

Pajak Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor.
Pajak Air Permukaan.

Pajak Rokok.

B. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

I

o o

> @ o

J-

K.

Pajak Hotel.

Pajak Restoran.

Pajak Hiburan.

Pajak Reklame.

Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak Parkir.

Pajak Air Tanah.

Pajak sarang Burung Walet.

Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Salah satu pajak yang dikelola oleh Daerah adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

adalah salah satu jenis Pajak Daerah yang cukup potensial dan memberikan

kontribusi positif pada Pajak Daerah khususnya dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)



pada umumnya.Pajak Penerangan Jalan juga merupakan pajak atas penggunaan
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pajak
Penerangan Jalan (PPJ) merupakan pajak yang wajib dibayar oleh pelanggan listrik
PLN. Dimana hasil PPJ tersebut merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang digunakan untuk membiayai daerah, termasuk pemasangan dan
pemeliharaan serta pembayaran rekening PJU (Penerangan Jalan Umum) sesuai
kemampuan Pemerintah Daerah. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat
dilakukan dengan cara peningkatan terhadap sumberdaya yang sudah ada, dalam
hal ini adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
asli daerah (PAD) yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam
melaksanakan pembangunan. Pengertian pungutan dapat dilihat secara etimologis,
menurut kamus besar Bahasa Indonesia: pungutan adalah perbuatan. Pemungutan
pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk
langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan
untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dijelaskan
bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan
ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya
dibayar oleh Pemerintah Daerah Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik

untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar pemerintah daerah. setiap



transaksi pembelian listrik dikenakan PJU. Adapun besaran Pajak Penerangan Jalan
diatur oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Ada yang 2%, ada yang 6%, tapi
ada maksimal dikenakan 10% sesuai dengan peraturan daerah masih-masing
Kabupaten/Kota yang ada.

Di Kabupaten Ogan Ilir sendiri Pajak Penerangan Jalan diatur melalui
Peraturan Daerah No 7 Tahun 2006 Tentang Pajak Penerangan Jalan. Dengan
tujuan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan
rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut
dalam upaya menambah sumber-sumber pendapatan daerah, meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta melaksanakan
pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Ogan Ilir. Tingginya Pandapatan
Asli Daerah (PAD) dari sector pajak penerangan jalan dikarenakan adanya
kesadaran masyarakat yang taat membayar listrik. Dari Pembayaran tagihan listrik
itu, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mendapatkan 5 % (Lima persen) dari
pembayaran tagihan listrik. Pajak ini juga merupakan penyumbang PAD terbesar
di sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk Kabupaten Ogan llir.
Namun, walaupun demikian masih banyak masyarakat yang belum mengetahui
keberadaan Pajak Penerangan Jalan dan manfaatnya terkait Penerangan Jalan

Umum.

Gambar 1.1 Struk Pembelian Listrik Prabayar



Sumber : Berdasarkan dokuméntasi penulis, Tahun 2018.

Dari gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa sampai dengan sekarang pajak
penerangan jalan di Kabupaten Ogan llir telah memiliki kontribusi yang besar
dalam pembangunan dan perkembangan daerah Ogan llir. Dikarenakan hasil dari
Pajak Penerangan Jalan tidak hanya di alokasikan kepenerangan jalan umum saja
tetapi juga di manfaatkan untuk pembangunan dan pembiayaan dari pemerintahan
Kabupaten Ogan Ilir. Dalam kata lain Pajak Penerangan Jalan memiliki manfaat
yang besar bagi Kabupaten Ogan llir.

Mengingat pentingnya peran salah satu dari fungsi pajak penerangan jalan
sebagai sarana penerangan dan menambah keindahan kota, kenyamanan serta
menunjang terciptanya keamaan dan ketertibaan yang dinikmati oleh masyarakat.
Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata
serta proposional untuk memenuhi rasa keadilan. Untuk dapat dipungut di suatu
daerah pemerintah terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak
penerangan jalan yang akan menjadi landasan hokum operasional dalam pelaksaan
pengenaan dan pemungutan pajak penerangan jalan di daerah kabupaten/kota yang

bersangkutan (siahaan,2004:109).



Adapun beberapa masalah dalam pajak penerangan jalan di kabupaten Ogan
Ilir ini yang dirangkum penulis berdasarakan observasi masalah tersebut :

1.1.Pemungutan Pengguna Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Ogan Ilir
Yang melampaui Target Telah Ditentukan Oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Ogan llir

Badan pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam pemungutan pajak
penerangan jalan efektif dimana anggaran yang didapatkan melampaui dengan
target yang ditentukan. Anggaran yang didapatkan oleh badan terkait sesuai dengan
perencanaan yang dilakukan sehingga dapat dilihat rincian anggaran yang
didapatkan tahun 2016-2017 yang bisa disebut juga dengan Realisasi penerima
Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.1 Realisasi Penerima Pajak Penerangan Jalan di Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2017

Tahun Target Realisasi Persentasi (%0)
Penerimaan

2016 6,000,000,000.00 6,370,938,814.00 106,18

2017 7,000,000,000.00 7,633,987,920.00 109,06

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat pemungutan pajak penerangan
jalan yang ditargetkan oleh Badan Pendapatan daerah untuk tahun 2016 sebesar Rp
6,000,000,000.00 sedangkan realisasi penerimaan sebesar Rp 6,370,938,814.00.
Untuk tahun 2016 persentasinya mencapai 106,18%. Kemudian untuk tahun 2017
pemungutan pajak yang ditargetkan sebesar Rp 7,000,000,000.00 dan realisasi
penerimaan sebesar 7,633,987,920.00 untuk tahun 2017 persentasinya mencapai
109,06 %.

Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang

dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Tenaga listrik yang



dihasilkan sendiri yaitu tenaga listrik yang disediakan PLN maka pemungutan pajak
penerangan jalan dilakukan oleh PLN. Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN
maka besarannya pokok pajak terutang terhitung berdasarkan besaran jumlah
rekening listrik yang dibayarkanolehpelanggan PLN. Sedangkan Subjek Pajak
Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga
listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan tenaga listrik. Sosialisasi Pajak Penerangan Jalan bertujuan
pemberian pemahaman kepada para warga akan kewajiban pembayaran tagihan
rekening listrik tepat waktu setiap bulan yang di dalamnya terdapat komponen
Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu bagian penting dari Pajak Daerah yang
pada akhirnya akan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembangunan. Untuk
melihat seberapa jauh keberhasilan dari sosialisasi aktif dan inovasi yang dilakukan
Badan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam meningkatkan jumlah
wajib Pajak penerangan jalan, dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Daftar Pertumbuhan Jumlah Pengguna Wajib Pajak Penerangan
Jalan Di Kabupaten Ogan llir

No. Tahun Pengguna Listrik Di Pertumbuhan
Kabupaten Ogan Ilir
1 2015 71.145 1,97%
2 2016 72.671 2,15%
3 2017 74.302 2.24%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan llir.

Berdasarkan pada tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2015
sampai tahun 2017 jumlah pengguna listrik wajib pajak di Kabupaten Ogan Ilir tiap
tahunnyameningkat secara signifikan vyaitu dengan rataan pertumbuhan 2%

pertahun. Dimana pada tahun 2015 sebanyak 71.146 orang, pada tahun 2016



sebanyak 72.671 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 74.302 orang. Maka dapat
dilihat setiap tahun, jumlah wajib pajak penerangan jalan terus meningkat. Namun
pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan sosialisasi pajak penerangan jalan
kepada pengguna listrik di Kabupaten Ogan llir. Hal ini menyebabkan tanpa
sepengetahuan warga PLN dan Pemerintah daerah memunggut atau memotong
pajak penerangan jalan dari pembayaran listrik perbulannya atau per Kwh. Tidak
adanya sosialisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Ogan Ilir ini membuat
masyarakat tidak memahami arti penting dari penerangan jalan, atau tidak
mengetahui bahwa penerangan jalan tersebut mereka yang bayar.
1.2. Belum Adanya Publikasi Terkait Pembagian Pajak Penerangan Jalan
Masyarakat sebagai pembayar Pajak Penerangan Jalan yang wajib
menikmati dan mengetahui manfaat dari pengelolaan PPJ oleh pemerintah berupa
Penerangan Jalan Umum (PJU) ataupun lainnya. Umumnya penentuan target
pendapatan daerah didasari oleh penggunaan data-data sebelumnya, tidak
didasarkan pada data potensi. Selain itu hal ini juga dapat menjadi dasar pemerintah
untuk menentukan kebijakan terkait pengelolaan PAD dari sektor penerangan jalan
bagi masyarakat. Apabila diketahui potensi PPJ suatu daerah besar maka,
pemerintah daerahnya dapat melakukan perencanaan perluasan jaringan listrik baru
sampai ke pelosok pedesaan. Pada saat ini kabupaten Ogan Ilir masih belum
melaksanakan keterbukaan informasi publik terkait dengan pajak penerangan
lampu jalan. Hal tersebut di dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3. Daftar Publikasi Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Ogan Ilir

No. Media Publikasi Keterangan
1 Website Dispenda Tidak ada
2 Media Sosial Tidak ada
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3 Media Cetak Harian Tidak ada
4 Media Cetak Berkala Tidak ada
5 Papan Pengumuman Tidak ada

Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Observasi, Tahun 2018.

Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan tidak adanya publikasi dari
pelaksanaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Ogan Ilir baik oleh PLN maupun
oleh Pemerintah daerah. Tidak adanya publikasi ataupun kerterbukaan akan
informasi pulik dalam pajak penerangan jalan ini menimbulkan banyak pertanyaan
dari masyarakat tentang data riil Pelanggan PT. PLN di daerah mereka yang
berisikan tentang PPJ di tiap bulannya. Hasil Pungutan PPJ selama 1 bulan kalender
oleh PT. PLN langsung disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Ogan Ilir
dan dimanfaatkan untuk apa saja.

Besarnya Potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dari sektor
Pajak Penerangan Jalan ( PPJ )di kabupaten Ogan Ilir seiring dengan kemungkinan
minimnya transparansi terkait informasi Pajak Penerangan Jalan ( PPJ ) dari PT.
PLN kepada masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Ogan |Ilir, serta
pengelolaan PPJ oleh pemerintah yang manfaatnya masih minim dirasakan oleh
masyarakat di kawasan pedesaan/pinggiran kota, hendaknya mendapat perhatian

serius dari berbagai pihak.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang
menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pemungutan

Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Ogan Ilir?
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C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah “Untuk
mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana
akuntabilitas pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Ogan Ilir”.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini di harapkan memiliki manfaat baik dari segi praktis maupun
teoritis:
1. Manfaat Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
sebagai bahan tinjauan atau masukan khususnya bagi pihak pemungutan
pajak penerangan jalan di Kabupaten Ogan llir.
2. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
sebagai bahan informasi atau gambaran bagi masyarakat untuk
mengetahui tentang akuntabilitas pemungutan pajak penerangan jalan di

Kabupaten Ogan llir.
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